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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR    24/PMK.07/2020    /PMK.07/2019 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 74/PMK.07/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN  

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem 

Informasi Keuangan Daerah telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah; 

  b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan 

Sistem Informasi Keuangan Daerah perlu dilakukan 

penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Informasi Keuangan Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah; 

 

Mengingat  : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 

tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 667); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018   

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018                  

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1745); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

74/PMK.07/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM 

INFORMASI KEUANGAN DAERAH. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 667), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 

Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang 

menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem 

yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, 

serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah 

dan data terkait lainnya menjadi informasi yang 

disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan 

pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban 

pemerintah daerah.  

4. Arsitektur SIKD adalah pengorganisasian 

fundamental dari SIKD yang meliputi bentuk, 

struktur, komponen, proses, hubungannya satu 

sama lain, hubungan dengan lingkungan dan 

prinsip-prinsipnya sebagai panduan dalam 

perancangan dan pengembangan SIKD.  
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5. SIKD Secara Nasional yang selanjutnya disebut 

SIKD Nasional adalah SIKD yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah.  

6. Arsitektur SIKD Nasional adalah arsitektur SIKD 

yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan 

c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

dalam rangka penyelenggaraan SIKD Nasional.  

7. Aplikasi SIKD Nasional adalah aplikasi yang 

digunakan oleh Kementerian Keuangan c.q. 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam 

rangka penyelenggaraaan SIKD Nasional.  

8. SIKD di Daerah yang selanjutnya disebut SIKD 

Daerah adalah SIKD yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah.  

9. Arsitektur SIKD Daerah adalah arsitektur · SIKD 

yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan SIKD Daerah.  

10. Aplikasi SIKD Daerah adalah aplikasi yang 

digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 

Penyelenggaraan SIKD Daerah. 

11. Aplikasi Agen SIKD adalah aplikasi yang digunakan 

dalam rangka penerapan agen SIKD.  

12. Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat IKD adalah segala informasi yang 

berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan 

dalam rangka penyelenggaraan SIKD.  

13. Situs adalah suatu Daerah lokasi jelajah pada 

internet diidentifikasikan dengan suatu alamat yang 

unik.  

14. Service Level Agreement SIKD yang selanjutnya 

disingkat SLA SIKD adalah kesepakatan formal 

akan layanan yang diberikan dan diterima antar 

pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja 

dalam rangka penyelenggaraan SIKD.  

15. Interoperabilitas adalah kemampuan dari dua atau 

lebih sistem atau komponen sistem untuk bertukar 

informasi dan menggunakan informasi yang telah 
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